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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pemerintah Kota Batu berkewajiban menyusun perencanaan 

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan 

pembangunan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur dan nasional. Proses 

perumusan perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan 

oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholder). Perencanaan pembangunan daerah 

tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun.  

RKPD Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan tahunan 

Pemerintah Kota Batu, yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota 

Batu dan mengacu pada RKP Provinsi Jawa Timur yang disusun 

berdasarkan rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas 

pembangunan daerah; rencana kerja, pendanaan dan prakiraan 

maju.  

Penjabaran tahun ke-tiga dari RPJMD 2012-2017 telah 

dituangkan ke dalam rencana tahunan sebagaimana Peraturan 

Walikota Batu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batu Tahun 2015 

dengan mengacu pada ayat (2) Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

RKPD 2015 tersebut telah dipergunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan APBD Tahun 2015, setelah sebelumnya melalui proses 
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penyepakatan KUA serta PPAS-APBD 2015 sebagaimana amanat 

Ayat (1) Pasal 83 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan substansi arahan 

program dan kegiatan pada RKPD 2015 tersebut secara derivative 

memberikan acuan teknis pelaksanaan APBD Tahun 2015.  

RKPD Kota Batu Tahun 2016 sebagai penjabaran tahun ke-

empat periode RPJMD Kota Batu 2012-2017 merupakan 

kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis 

dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen 

masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang 

tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan 

akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat 

secara berkelanjutan. Penyusunan RKPD berpedoman pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan memperhatikan 

hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, 

fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 

pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan 

antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui 

forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang 

secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, 

Kecamatan dan Kota yang selanjutnya diformulasikan melalui forum 

Musrenbang RKPD Kota Batu.  

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 Tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

maka RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka 
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ekonomi makro, program-program lintas SKPD dalam bentuk 

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

Pagu indikatif yang menjadi substansi penting pada RKPD ini 

merupakan gambaran investasi Pemerintah yang dalam 

penjabarannya dipadukan dengan komponen sumberdaya yang lain, 

seperti dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Terhadap 

kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan, dokumen RKPD ini merupakan sub sistem penting 

sebagai input dalam penyusunan program dan penganggaran SKPD.  

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga 

pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana 

program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) 

dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, 

diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua 

stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, 

pengendalian dan evaluasi.  

 

1.2 Dasar Hukum  

Landasan hukum penyusunan RKPD ini adalah:  

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara  

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 

Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286); 

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomer 164, 

Tambahan Lembaran Negara 4421);  

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor : 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4574); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4817); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang 

/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019; 

25. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2016; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa 

Timur Tahun 2005-2025; 

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi 

Jawa Timur Tahun 2014-2019; 

33. Peraturan Gubernur Jawa Timur NOmor 40 tahun 2015 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016; 

34. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 

35. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batu; 

36. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 04 tahun 2012, tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu tahun 2005-2025; 

37. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur 

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu; 

38. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja  Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Batu; 

39. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota 

Batu; 

40. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi 

dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu; 
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41. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017; 

.  

 

1.3 Hubungan antar Dokumen  

RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun 

dalam rangka menjamin konsistensi, dan sinkronisasi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan 

penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, KUA, PPAS, dan rencana 

kerja anggaran RKA SKPD. RKPD Kota Batu Tahun 2016 merupakan 

penjabaran RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017 dengan mengacu 

pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 serta berpedoman pada 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025. 

Selanjutnya Dokumen RKPD Kota Batu Tahun 2016 akan menjadi 

acuan penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 Kota Batu.  

1.3.1. Hubungan dengan RKP Nasional. 

RKPD Kota Batu Tahun 2016 mengacu berbagai 

substansi dalam RKP nasional.  Dalam menjaga sinkronisasi 

gerak pembangunan secara nasional, RKP nasional harus 

menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Batu.  Meskipun 

RKPD harus berpedoman kepada RPJMD Kota Batu, tetapi 

dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat 

diabaikan.  Hal utama yang harus diperhatikan adalah 

kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun 

tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap 

pembangunan Kota Batu. 
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1.3.2. Hubungan dengan RKPD Provinsi Jawa Timur 

RKPD Kota Batu Tahun 2016 juga harus mengacu 

berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur.  Dalam 

menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan 

wilayah Provinsi Jawa Timur, RKPD provinsi Jawa Timur harus 

menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Batu.  Dinamika 

regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan 

agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kota 

Batu.  Wilayah Kota Batu yang secara administratif berada 

dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, sangat perlu untuk 

memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan 

keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kota 

Batu. 

1.3.3. Hubungan dengan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-

2017. 

RKPD Kota Batu tahun 2016 berpedoman dan 

merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Batu tahun 2012-

2017 terkait perencanaan di tahun 20165.  Program 

pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD diuraikan 

dalam berbagai kegiatan pembangunan.  Selain untuk 

menjabarkan, melalui RKPD dapat diketahui hasil-hasil 

capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian 

lima tahunan.  Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya 

penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir 

periode perencanaan dalam RPJMD. 

1.3.4. Hubungan dengan Renja SKPD. 

RKPD Kota Batu tahun 2016 menjadi pedoman bagi 

Renja SKPD tahun 2016.  Meskipun RKPD menjadi 

penyusunan Renja SKPD, namun perlu dilakukan koordinasi 
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dalam penyusunannya.  Sehingga, waktu penyusunan 

dilakukan secara bersamaan.  RKPD Kota Batu dan Renja 

SKPD ini harus bersesuaian.   

1.3.5. Hubungan dengan RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030 

RKPD Kota Batu tahun 2016 mengacu kepada RTRW 

Kota Batu tahun 2010-2030 dalam proses penyusunannya.  

Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang 

waktu hingga tahun 2016 perlu diakomodir dalam RKPD tahun 

2016.  Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah 

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

kemakmuran masyarakat Kota Batu. 

 

 

1.4 Sistematika Dokumen RKPD  

RKPD Tahun 2016, disusun dengan sitematika sebagai 

berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Menjelaskan tentang Latar Belakang Penyusunan RKPD 

Kota Batu Tahun 2016.  

1.2 Dasar Hukum  

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam 

penyusunan RKPD Kota Batu Tahun 2016.  

1.3 Hubungan antar Dokumen  

Menjelaskan tentang hubungan RKPD tahun 2016 

dengan dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat 

nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Batu.  

1.4 Sistematika Dokumen RKPD  
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Memberikan gambaran penyusunan dokumen RKPD 

terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab 

di dalamnya.  

1.5 Maksud dan Tujuan  

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan 

dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kota Batu Tahun 

2016.  

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN  

          CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah  

Menjelaskan dan menyajikan gambaran umum 

kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan 

demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan 

pemerintah Kota Batu.  

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 

sampai dengan Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD.  

Menjelaskan Evaluasi Pencapaian Kinerja 

Pembangunan Daerah Kota Batu sampai dengan Tahun 

2014.  

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.  

Uraian rumusan umum permasalahan dan 

tantangan pembangunan daerah Kota Batu yang 

berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, 

dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan 

layanan dasar dan tugas fungsi SKPD Kota Batu.  

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN  

  KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH  

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah  
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Berisikan uraian mengenai rancangan kerangka 

ekonomi makro daerah, serta arah kebijakan ekonomi 

daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan 

program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, 

serta isu strategis daerah, sebagai acuan untuk 

perumusan prioritas program dan kegiatan 

pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 

2016.  

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah  

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan 

ditempuh oleh Kota Batu berkaitan dengan pendapatan 

daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah Tahun 

2016.  

 

BAB IV TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH  

4.1 Tema Pembangunan Daerah  

Menjelaskan tentang tema pembangunan yang 

menjadi fokus utama dalam pelaksanaan prioritas 

pembangunan tahun ke empat pembangunan 5 (lima) 

tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD 

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan  

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan 

tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang 

diambil dari dokumen RPJMD.  

4.3 Prioritas Pembangunan  

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan 

daerah tahun 2016 yang merupakan gambaran 

prioritas pembangunan RPJMD.  
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BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH  

TAHUN 2016  

Menjelaskan rencana program dan kegiatan prioritas 

Kota Batu Tahun 2016 yang disusun berdasarkan evaluasi 

pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan 

capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.  

BAB VI PENUTUP  

Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan 

Publik dan APBD Kota Batu.  

 

1.5 Maksud dan Tujuan  

RKPD Tahun 2016 dimaksudkan untuk menjadi pedoman 

dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS yang akan 

disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, 

disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS 

antara Gubernur dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan 

dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas dan 

memperoleh persetujuan DPRD.  

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program 

pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan 

visi, misi dan amanat RPJMD yang dilaksanakan dengan:  

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah 

dalam penyelenggaran urusan pemerintahan melalui penjabaran 

rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara 

konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka 

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran 

tahunan pembangunan daerah;  

2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka 

Ekonomi Daerah Tahun 2016 sebagai patokan dalam penyusunan 
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rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai 

belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;  

3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah 

dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi 

dalam pembangunan daerah Tahun 2016;  

4. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan 

target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian 

visi dan misi Pemerintah Kota Batu sehingga menjadi instrumen 

bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah 

Daerah (LKPD);  

5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan 

pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2017.  


